BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
UNTUK TAHUN 2017, TAHUN 2018, DAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pemeliharaan basis data PBB P2 dan
meminimalisir piutang tunggakan PBB P2 perlu diterapkan
suatu kebijakan yang meringankan wajib pajak atas
kewajiban pajak yang harus dibayarkan khususnya piutang
PBB P2 dan denda administrasi dari Tahun 2017, Tahun
2018, dan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf a Peraturan
Bupati Solok Selatan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan Dan Pengurangan Atau
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Pembatalan
Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan, yang menyatakan bahwa Bupati karena jabatan
atau atas permohonan Wajib Pajak, mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi PBB P2 berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017,

Tahun 2018, dan Tahun 2019;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat, di Propinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11-

12.

13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorll19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMKO07/2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 50 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan

Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, %
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2017,
TAHUN 2018, DAN TAHUN 20109.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

L
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
Selatan yang selanjutnya disingkat BPKD.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas bumi
dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi
tanah dan perairan pedalaman serta wilayah Kabupaten.
Bangunan adalah adalah Konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan

4



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali objek Pajak Bumi dan
Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau  memiliki, menguasali  dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/ atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh
manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban
membayar pajak.

Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis,
Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Piutang PBB P2 dalam basis data PBB P2 adalah pokok
ketetapan dikurangi dengan pembayaran, tidak termasuk
pembayaran atas sanksi administrasi pertanggal jatuh
tempo pembayaran PBB P2.

Pokok ketetapan adalah nilai PBB P2 yang harus dibayar
yang tercatat dalam basis data PBB P2.

Pemeliharaan basis data PBB P2 adalah kegiatan
pemutakhiran data piutang PBB P2 dan Pemutakhiran§
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data dan objek dan/atau subjek pajak PBB P2.

18. Pemutakhiran data objek dan/subjek Pajak PBB P2 adalah
kegiatan menyesuaikan data objek/subjek pajak PBB P2
yang tercantum dalam daftar nominatif dengan kondisi
sebenarnya.

19. Daftar nominatif adalah daftar yang berisi data objek pajak
PBB P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk setiap
kelurahan/desa dalam kelaksanaan kegiatan
pemeliharaan basis data.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang
penghapusan sanksi administrasi PBB P2 Tahun 2017, Tahun
2018, dan Tahun 2019.

BAB III

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2017,
TAHUN 2018, DAN TAHUN 2019

Pasal 3
Bupati karena jabatannya dapat membuat suatu kebijakan
penghapusan sanksi administrasi PBB P2 Tahun 2017, Tahun
2018, dan Tahun 2019, untuk menjaga stabilitas dalam
masyarakat serta upaya untuk meminimalisir piutang
tunggakan PBB P2.

Pasal 4
(1) Besarnya pemberian penghapusan sanksi administrasi PBB

P2 Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 ditetapkan

sebesar seratus persen (100%).

(2) Dengan ditetapkannya penghapusan sanksi administrasi

PBB P2 Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 makag
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Wajib Pajak hanya dibebankan untuk membayar pokok PBB
P2.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
. pada tanggal 31 Marét 2020

g\ Plt. BUPAT{ SPLOK ELATANy
7%BDUL HMAN,/ :

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 3| Maret 2020

SEKHBETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 10



